
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor ?.9 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat H di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai­ 
Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan 
tugas pernerintahan dan pembangunan perlu disusun pola 
karir Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa dalam rangka rr..cnjamin pengembangan karier 
Pegawai Negeri S.ipil di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 
secara selaras dan seimbang antara kepentingan Pegawai 
dan Organisaai, perlu menecapkan pedoman pola karier 
Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Pola Karier Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• • 

Mengingat 

. .i' 

Menimbang 

PEDOMAB POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR '2..TTAHUN 2020 

' \ 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA :-,..-." 

.; .• - r 



Pernbentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
634); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5401); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara [Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 20!4 tentang Pemerintahan 
Da.erah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Reput-lik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
lndor:esia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuar-gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan lembaran 
Negara Republik Indonesia .Nomor 4570); 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN 
POLA KARIR PEGAWA! NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH I{.'\BUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN : 

• [Lembaran Daerah Ka.bu paten Kolaka Timur Tahun 2016 

Nomor l); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka :'i.'mur Nornor 3 Tahun 

2016 tentang Pembcntulcan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (:..emba:an Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
20l6 tentang Pernbcntukan dan Sueunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (tembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomo, 21). 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
IO. Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 63; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor J.2 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republ.i.k 

Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan. Lemharan 
Negara Republix Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 
tentang Pembentuka.n Produk Hukum Da.erah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Neger! Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl 
:>alarn Neger! Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan 
Produk Hukum Daerah (Derita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun ?.018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nemer 1 Tahun 
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

• 
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1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugae pernbantuan dengan prinsip 
otonomi seluae-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pcmerintah Do.erah adalah Kepata Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpln 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnertjadi 

kewenangan daerah otonorn. 
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur 
5. Peraturan Bupatl adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur 
6. Perangl<at Daerah adalah Unsur pernbantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah 
perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian 

di lingkungan pemerintah kabupaten Kolaka Timur. 
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manuela yar.g selanjutnya disebut Kepala BKPSDM 
adalah Kcpala Badan Kepegawaian dan Pengeznbangan 
Sumber Daya Manusia kabupaten Kolaka Timur. 

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Pejabat pembina Kepegawaian adalah 
Bupati. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil kabupaten Kolaka Timur 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

BAB l 

KETENTUAN UMUM . 
"" 
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11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah 

12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingka.t 
seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 
penggajian. 

13. Karir adalah pengembangan individu pegawai daJam 
jenjang/pangkat yang dapat dicapai selarna pengabdiannya 
sebagai PNS. 

14. Pola kartr PNS yang selanjutnya disebut Pola Karir adalah 
pola pcrnbinaan PNS yang rnenggambarkan alur 
pengembangan karier yang menuniukkan keterkaitan dan 
keseraslan antara jabatan, pangkat, pendidikan den 
pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang 
PNS seje.k penge.ngkatan pertarna dalam jabatan sampai 
dengan pensiun. 

15. Alur Pengernbangan karier yang selanjutnya disebut alur 

karier adalah lintasan perpindaban jabatan secara vertikal, 
horizontal rnaupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak 
pengangkatan pertama dalam jabatan sarnpai dengan 
jabatan tertinggi, 

16. Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan 
kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan 
persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat 
mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai 
karier setinggi-tingginya didalam organisasi. 

17. Assessment center atau uji kompetensi adalah suatu proses 
untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu 
kompetensi, berdasarkan bukti-bukti untuk rnemperoleh 
informasi kemampuan yang diperiukan sebagai prasyarat 
menduduki suatu jabatan tertentu. 

18. Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus 
dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat 

. 
" 
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pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan 
kompetensi serta pengalaman kerja PNS seiak 
pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan 
pensiun, 

19. Kompetensi a.dalah kemarnpuan dan karakteristik yang 
dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapen dan 
sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 
jabatannya. 

20. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai o.eh setiap 
PNS pada satuan organtsasi sesuai dengan sasaran kerja 
pegawe.i dan perilaku kerja. 

21. Kompetensi manajerial adalah soft competency yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan, 

22. Slandar kompetensi rnanajerial rnerupakan persyaratan 
korr.petensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang 
PNS dalam melaksanakan tugas jabetan. 

23. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS 
dalam suatu satuan organisasi Negara.. 

24. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarn.a adalah jabatan pimpinan 
tinggi yang setara dengan jabatan eselon Il. 

25. Jabatan Administrasi adalah sekelompck jabatan yang 
be:isi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, 

26. -Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi 
yang setara dengan jabatan eselon III. 

27. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan 
petakeanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana e.tau sctara dcnganjabatan csclon IV. 

28. .Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan 
serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara 
jabatan eselon V atau fungsional urnum. 

; 
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(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin 
kepastian arah pengembangan karier PNS kabupaten 
Kolaka Timur, mulai dari Kaner terendah hingga karier 

Pasal 2 

BAB Ir 
MAKSUD DAN TUJUAN 

• 

Iungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu 

30. Eselon adalah tingkat jabatan · struktural yang 
menunjukkan tingkat kedudukan seorang PNS dalam 
susunan organisasi. 

31. J abatan struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang PNS dalarn rar..gka memimpin suatu satuan 
organisasi Negara. 

32. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang 
diperlukan oleh suatu organisasi Negara. agar mampu 
melaksanakan tugas pokok untukjangka waktu tertentu. 

33. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan 
Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama, 

34. Perpindahan ja.batan acialah perpindahan dari satu posisi 
jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam eatu kelompok 
maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan 
Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama . 

35. Pejaba; yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
perpindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

36. Penilaian prcstasi kerja adalah suatu proses penilaian 
secara sistematis yar.g dilakukan oleh pejabat penilai 
terhadap sasaran kerja pegawai don perilaku kerja PNS. 

- "I 
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( l) Unsur-unsur Pola karier adalah sebagai herikut : 
a. Pendidikan Formal; 

b_ Pendidikan dan pelatihan jabatan: 
c. Usia 
d. Masa kerja; 
e. Pangkat/golongan ruang; 
f. Tingkatjabatan; 

g. Pengalaman jabatan; 
h. Penilaian prestasi kerja; dan 

Pasal4 

Unsur Pola Kaner 

Bagian Kedua 

(2) Pola karier aebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
sesuai dengan · kebutuhan Pemerintah Daerah yang 
terintegrasi secara nasional. 

(1) Pola karier terdiri dari pola karier secara instansional dan 
antar instansional. 

Pasal3 

Jenis Pola Karier 

Bagian Kesatu 

BABIIT 

J ENIS DAN UNSUR POLA KARIER 

(2) Tujuan peraturan Bupati ini adalah: 

a. Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS; 
b. Menyelaraskan antara pengcmbangan karier PNS dan 

kebutuhan Pemerintah Daerah; 
c. Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; 
d. Mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dari 
e. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan, 

-8· 



(2) Pendidikan form.al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan . 

(3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
jabatan. 

(4) Usia sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf c, 
berkaitan dengan pendiclikan formal dan masa kerja yang 
dimiliki dalam pcngembangan karier seorang PNS. 

(5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

diperhitungkan antara selisih usia saat di angkat dalam 
suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat di 
angkat dalam jabatan sebelumnya. 

(6j Dikecualikan dari ayat (5) oagi pengangkatan PNS 
dalam jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali. 

(7) Pangkat /gokmgan ruyang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e, berkaitan dengan jabatan yang diduduki 
dan/ atau pendidikan formal yang dimiliki. 

(8) Tingkat jabatan sebagaimana ya!lg dimaksud pada ayat (1) 

huruf f, merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai 
n engan jenjang jabatan yang tertinggi. 

(9) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, di utamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas 
jabatan yang akan diduduki, 

( 10) Penilaian prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud ( 1 J 
huruf h, dilakukan terhadap seorang PNS setiap i (eatu) 
tahun sekali, 

(11) Kompetensl jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i, ditetapkan pada setiap jabatan melalui uji 
Kompctcnsi. 

(12) Uji kornpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh assesor internal perncrintah atau 
bekerjasama dengan assesor independen. 

·9- 
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a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi 
jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu 
kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungslonal, atau 
Jabatan Pirnpinan Tinggi Pratarna; 

b, Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan 
ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu 
kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau 
Jabatan ?ilnpinan Tinggi Pratama; 

c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi 
jabatan ke posisi jabatan Jain antar kelompok Jabatan 

Pasal 6 

Rentuk pola karier adalah sebagai berikut : 

Bagian Kedua 

Bentuk Pola Karter 

Pasal s 
(1) Pembinaan karier PNS dimulai saji;k pengangkatan 

seseorang sebagai ?NS hingga pensiun atau berhenti. 
(2J Pembinaan karier sebagatnana dimaksud pada ayat {l) 

didasarkan kepada perrimbangan pengembangan karier dan 
prcstasi kerja. 

(3) Pengembangan karier sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara 
kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang 
ditentukan. 

(4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) antara lain: 
a. Pengernbangan kompetensi teknis; 
b. Pengembangan kompetensi :-nauajerial; 
c. Pengembangan kompetensi sosio kultural; 

Bagian Kesatu 

Pembiaan karier 

BAB JV 

PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIER 
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Pasal 9 

( l) J abatan ASN pada Pernerintah Daerah terdiri ams : 
a. .Jabatan Adrninistrasi; 

Bagian Kcsatu 
-Jabatan ASN 

BAB VI 
POLA KARBR DALAM JADATAN 

PasaJ 8 
Penilaian Preatasi Kerja dilaksanakan sesua.i dengnn ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) PNS yang akan diangkat, dipindahkan atau diberhentikan 
dalam jabatan struktural dapat dilakukan penilaian 
kompetensi. 

(2) PNS yang akan diangkat dalam jabatan sctingkat lebih 
tinggi harus dilakukan penilaian kompetensi. 

(3) Penilaian kornpetensi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
antara lain : 

a. Kornpetensl teknis yang di ukur dari tingkat dan 
spes.alisasi dikJat teknls fungsionaJ,. serta pengalaman 
bekcrja secara teknis; 

b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat 
struktural/manajcrial, dan pengalaman kepemirnpinan; 

c. Kompetensi sosio kultural yang di ukur dari pengalaman 
kerja berkaitan dengan rnasyarakar majernuk dala.m hal 
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 
kebangsaan, 

BABV 
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA 

Administraai, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama. 

· 11· / 
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Bagian Kedue. 

PF:RSYARATAN JABAT . .o\N ADMIN!STRl\SI 

Pasal 11 

(1) f'ersyaratan -Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud 
dalarn pasal 9 ayat (2) huruf a, setara jabatan struktural 
Eselon III A mcliputi : 
a. Berstatus PNS; 

b. Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S. l) atau 
Diploma IV (D.IV); 

c. Memiliki integritas dan moral yang baik; 

d. Bagi pernangku jabatan administrator setara jabatan 
struktural eselon llI B memiliki pengalaman pada 
jabatan paling kurang selarna 2- (dua) Tahun; 

e. Bagi pernangku jabatan administrator serta jabatan 
struktural eselon llI B diutamakan paling sedikit oemah 

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pendidikan dan pdatihan, dan persyaratan lain yang 
dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 10 

(2) -Jaoatan Administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri aras : 
a. Jabatan Administrator; 
b. Jabatan Pengawas; dan 
c. Jabatan Pelaksana. 

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana d.imaksud dala.m ayat (l) 
huruf b, terdiri atas : 
a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan 
b. Jabatan Fungsional Keterampilan. 

(4) .Jabatan Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
[ 1) huruf c, adalal: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
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h. Bagi pemangku jabatan administrator serta jabatan 
struktural eselon lli B diutamakan telah mengikuti dan 
lulus Penclidikan dan Pelatihan Kepemirnpinan Tingkat 
rn atau setara; 

i. Memiliki Kompetensi Jabatan yang diperiukan; 
j. Sehat jasmani dan rohani; dan 
k. Persyaratan lain yang diperiukan. 

(2] Persyaratan jabatan administrator sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, setara jabatan struktural 
Eselon III B meliputi : 
a. Berstatus PNS; 

b. Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S. l) atau 
Diploma IV (o.rvj, 

c. Memiliki i.ntegritas clan moral yang baik: 
d. Bagi pcmangku jabatan pengawas setara jabatan 

struktural eselon IV A memiliki pengalaman pada 
jahatan paling kurang selama 3 (tigaj tahun; 

c. Bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan 
struktural eselon IV A diutamakan paling sedikit pemah 
menduduki 2 (dua) jabatan pengawas setara jabatan 
struktural eselon IV A yang berbeda; 

I. Bagi pernangku jabatan fungsional paling rendah 
rnemiliki pangkat Pcnata 1'ingkat I golongan ruang 111/d 
dengan masa kerja golongan paling kurang selarna 2 
(dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; 

g. Penilaian prcstasi kerja paling kurang nernilai baik 
dalam 2 (duaj tahun terakhir, 

f. 

menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan 
struktural eselon 1U B yang berheda; 

Bagi pemangku jabatan · fungsional paling rendah 
memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV /a dengan 
masa kerja golongan paling kurang eelama 2 (dua) tahun 
dan sesuai dengan bidang tugas; 

g. Penilaian pres:asi kerja paling kurang bernilai baik 

dalam 2 [dua] tahun terakhir; 
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Pasal 12 

(1) Persyaratan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, setara jabatan struktural 
Eselon IV A meliputi : 
a. Berstatus PNS; 
b. Tingkat penrlidikan diutamakan paling :rendah Diploma 

III (D.III) 

c. Memiliki integritas dan moral yang baik; 
d. Bagi pernangku jabatan pengawas setara jabatan 

struktural Eselon IV B atau pelaksana setara jabatan 
struktural Eselon V A memiliki penga!aman pada 
jabatan paling kurang 2 (dua) tahun; 

e. Bag: pemangku jabatan pelaksana setara fungsional 
umum memiliki pangkat paling rendah Penata Mud.a 
Tingkat I golongan ruang III/b dengan rnasa kerja 
golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun: 

f. Bagi pemangku [abatan fungsional paling rendah 
rnerniliki pangkat Penata go.ongan ruang III/c dengan 
masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun 
dan sesuai dongan bidang tugas; 

g. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling 
singkat 4 (empat) tahun atau JF yang eetingkst dcngan 
-Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 
yang akan diduduki; 

h. Penilaian prcetasi kerja paling kurang bernilai baik 
dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

i, Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: 
J· Sehat jasmani dan rohani; dan 
k. Persyaraean lain yang cliperlukan. 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpir.an Tingkat lV 
atau setara; 

i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 
j. Sehat jasmani dan rohani; 
k. Persyaratan lain yang diperlukan. 

· 14- 
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Persyaratan pengangkatan pertama jaoatan fungeional keahlian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, 
meliputi: 
a. Berstatus PNS; 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
PERSYARA'rAN JABA'l'Ai', FUNGS!ONAL i<.EAHLIAN 

rnemilikl pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang 
HT/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 
2 (dua) tahun clan sesuai dengan bidang tugas; 

g. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling 
singkat 4 [ernpat] tahun atau JF yang setingkat dengan 
Jabatan pelassana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 
yang akan diduduki; 

h. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 
dalam 2 [dua) tahun terakhir; 

i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: 
j. Sehat.jasmani dan rohani; dan 
k. Persyaracan lain yang diperlukan. 

' 

(2) Persyaratan jabatan pengawas sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, setara jabatan strukrurat 
Eselon IV B rneliputi : 
a. Berstatus PNS; 
b. Tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma 

rrr (D.TTTJ; 
c. Mcmiliki intcgritas dan moral yang baik; 
d. Bagi pemangku jabatan pelaksana setara jabatan 

struktural Eselon V A merniliki pengalaman pada 
jabatan paling kurang 2 (dua) tahun; 

e. Bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional 
umurn paling rendah memiliki pangkat Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja 
golongan paling kurang selama 2 (dua] tahun; 
Bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah 
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Pasal 15 

Pcrsyaratan penyesuaian (inpa.sing) jabatan fungsional keahlian 
meliputi : 
a. 3erstatus PNS; 
b. Merniliki integritas dan moral yang baik; 
c. Sehat jasmani dan rohani; 
~ ~nal.,,~+ T'\~~;,4i1,at"I nol~ ........ .-o~ ... .-1,.....1,... Q.-.. •. ! ........ 10 1 \ ............ l"":_., ... _ - 

Pasal 14 

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian 
meliputi : 
a. Berstatus PNS; 
b. Memiliki integritas dan moral yang balk; 
c. Sehat jasmani dan rohani; 
d. Tingkat pendldikan paling rendah Sarjana (S.1) atau 

Diploma IV (D.lV) sesuai kualifikasi pendidikar. yang 
ditentukan; 

e. Penilaian prestaei kerja paling kurang bernilai balk dalam 2 
(dua) tahun terakhir; 

f. Usia paling tinggi : 

1) 50 [Iirna Puluh] tahun untuk Pejabat Pungsional Ahli 
Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya. 

2) 55 [lirna puluh Iima) tahun untuk Pejabat Fungsional 
Ahli Utama. 

g. Memiliki kornpetensi jabatan yang dipertukan; dan 
h. Persyaratan lain yang diperlukan. 

c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau 
Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang 
ditentukan; 

e. Merniliki kompetensi jabatan yang diperlukan: 
f. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 

[satu] tahun terakhir; dan 
g. Persyaratan lain yang diperlukan. 
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keterampilan meliputi: 
a. Berstatus PNS; 

b. Memiliki integritas dan moral yang baik: 
c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana, SLTA atau 
sesuai kualifikasi pendiclikan yang ditentukan; 

e. Penilaian prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 
(dua) tahun terakhir; 

fungsional 

Pasal 17 

perpindahan dalam jabatan Persyaratan 

Bagian Keempat 

PERSY ARATAN JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN 

Pasal 16 

Pcrsyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional 
keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
huruf b meliputi : 
a. Berstatus PNS; 

b. Merniliki integritas dan moral yang baik; 
c. Se!i.atjasmani dan rohani; 

d. Tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai 
kualifikasi pendidikan yang ditentukan; 

e. Merniliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 
f. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam l 

(satu) tahun terakhir; dan 
g. Persyaratan lain yang diperlukan. 

c. Penilaian prestasi kerja paling kurang bemi!ai baik dalam 2 
{dua) tahun terakhir; 

f. Usia paling tinggi : 

1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli 
Pertama, Ahli l1uda, dan Ahli Madya; 

2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pejabat Ahli Utama. 
g. Memiliki kompetenai jabatan yang diperlukan; dan 
h. Persyaratan lain yang diperiukan. 

,• 
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dengan dilakukan dalam jabatan (l) Pengangkatan 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan Dalam Jabatan 

Pasal 20 
.. 

BAB VIT 
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kelima 
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Pasal 19 
Persyaratan pengangkatan jabatan pirnpinan tinggi pratarna 
diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku. 

Pasal 18 
Persyaratan penyesuaian [ inpassi119) jabatan fungslonal 
keterampllan meliputi : 
a. Berstatus PNS; 

b. Memiliki intcgritas dan moral yang balk; 
c. Sehat jasmani dan rohani; 
d. Tingkat pendidikan paling eendah SLTA atau sesuai 

kuaJifikasi pendidikan yang ditentukan; 
e. Pentlalan prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir, 

f. U sia paling tinggi : 

1) 55 (lima puluh lima] rahun untuk Pejabat Fungsional 
Pemula, Terampil dan Mahir; 

2) 57 (lima puluh tujuh] tahun unruk Pejabat Fungsional 
Penyelia. 

g. Memiliki kompctcnsi jabatan yang diperlukan; dan 
h. Persyaratan lam yang diperlukan. 

g. Memiliki kompetensijabatan yang diperlukan; dan 
h. Persyaratan lain yang cliperlukan. 

·18 · 
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Bagian Kedua 
Perpindahan DalaJn Jabatan 

Pasal 24 
( 1) Masing-rnaaing Perangkat Daerah menyusun perencanaan 

perpindahan dalam jabatan setiap tahun, 
(2) Perencanaan perpindahan oalam jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian melaiui BKPSDM. 
(3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan 

mPmnArh..tik:::m formasi. svarat iabatan dan unsur-unsur 

-· 

Pasal 23 
(1) PNS dapat diprcimosikan dalam dan/atan antar jabatan 

administrasi dan jabatan fungsional ketcrampilan atau 
keahlian sepanjang memenuhi persyaratan. 

(2) PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan 
fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam 
jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi 
persyaratan jabatan, mengikuti dan Iulus seleksi. 

• 

Pasal 22 
(1) ,{arier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama 

dalarn jabatan pelaksana maupunjabatan fungsional. 
(2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan 

pen.u1dang-undangan. 

Pasal 2!. 
(1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah 

sesuai dengan fonnasi yang· ditetapkan untuk yang 

hersangkutan. 
(2) PNS yang telah meroenuhi syarat diangkat menjadi PNS 

sesuai cengan formasi yang ditetapkan untuk yang 

bersangkutan. 

• 

(2) Penyusunan Iormasi sebsgaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pada analisajabate.n dan analisa beban kerja. 

• 19· 
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(1) Dikecualikan dari ketenfuan tingkat pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 huruf b, bagi •• 

Pasal 28 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa! 27 
Pernberhentian PNS dari jabatan ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina kcpcgawaian scsuai dcngan Pcraturar. pcrundang­ 
undangan, 

Bagian Ketiga 
Pemberhentian dari Jabatan 

Pasal 26 
PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau 
kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan 
dalamjabatan. 

atau antar Perangkat Daerah. 
(2) Pcrpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan 
jabatan terakhir. 

(3) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling kurang 2 (dua) 
sampai dengan S (lima) tahun sejak seseorang diangkat 
dalam jabatan. 

diagonal sebagaimana 
(satu] Perangkat Daerah 

horizontal, vertikal maupun 
dimaksud dalam Pasal 6 dalarn 1 

Pasal 25 
(1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara 

..• 
pola karier sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 
prinsip larangan benturan kepentingan- 

(4) Perpindahan PNS dalam jabatan diretapkan oleh Pejabat 
Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang­ 
i.ndangan. 

• 
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BI\B IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya .. 
dalarn Berita Daerah kabupaten Kolaka Timur. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), 
dan Pasal 25 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan 
karena tidak cakap jaemani dan rohani, dijatuhi hukuman 
disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi 
dan ketentuan lain sebagairnana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, 

• 

• 
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